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BUPATI PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR : 22  TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  

TAHUN 2024-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  :  a.  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pemangunan Daerah Bagi Daerah 

dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 

2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada 

Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 

agar menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah                                        

Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi Penjabat (Pj) Bupati 

untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan 

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Probolinggo 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2024-2026. 

 

Mengingat   : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang                    

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tanbahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13               

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia                          

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 5 Seri D) sebagimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08                  

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka              

Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo                          

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo                    

Tahun 2008 Nomor 7 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6                

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 

Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 

1 Seri D); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6                   

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo                              

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3                   

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri E); 

17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo                     

Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo                  

Tahun 2023 Nomor 18 Seri G) 

 

Memperhatikan :  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi 

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada      

Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO                                

TAHUN 2024-2026. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

3. Bupati adalah Bupati Probolinggo. 

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia. 

5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai 

landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, 

terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dengan pelaksanaan 

lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.  

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi                   

kewenangan daerah. 

8. Kepala BAPELITBANGDA adalah Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten 

Probolinggo. 

 

BAB II 

RENSTRA PD 

Pasal 2 

(1) Renstra PD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2024-2026 dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, 

program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 

Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta Renstra 

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. 

(2) Jangka waktu efektif pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada                    

ayat (1) terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. 
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Pasal 3 

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah serta alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah                

Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA RENSTRA PD 

Pasal 4 

(1) Sistematika Renstra PD disusun sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

BAB II  : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 BAB III  : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

BAB IV  : TUJUAN DAN SASARAN 

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

 BAB VI  : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

BAB VII  : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII : PENUTUP  

(2) Penjabaran Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan                

Bupati ini. 

 

BAB IV 

SISTEMATIKA RENSTRA PD 

Pasal 5 

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Renstra PD. 

(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan 

hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui                                     

Kepala BAPELITBANGDA. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan                     

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah                             

Kabupaten probolinggo. 

 

Ditetapkan di          Probolinggo 

Pada tanggal  2  Mei  2023 

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO 

Diundangkan di         Probolinggo 

Pada tanggal  2   Mei   2023 

        SEKRETARIS DAERAH 

                       ttd 

     UGAS IRWANTO, S.Sos. Msi 

          Pembina Utama Muda 

     NIP. 19690515 199003 1 009 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 22 SERI G 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

PRIYO SISWOYO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19680412 199103 1 025
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